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BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk
kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
guna merealisasikan target kinerja Tahun 2021;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Ketrja Pemerintah Daerah Tahun
2021;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah |
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024 (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10j;

Peraturan Presiden Nomor  Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanagan Daerah,
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
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Menetapkan

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 98,
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014
Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 34
Tahun 2020);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri
E Nomor 10 Tahun 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Bupati adalah Bupati Lombok Barat

1.
2.
3.

4.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 {dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat 2021.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lombok Barat.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.




Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program dan
kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan
dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat serta
ditempuh dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB I :  PENDAHULUAN

BAB II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III :  KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI :  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII :  PENUTUP

(3) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2), RKPD Tahun 2021
memuat kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah

(4) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerjef
Perangkat Daerah;

b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatari
Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan

|
Pasal 5 ‘

BAPPEDA mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah kesesuaian
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2021.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan d
Belanja Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b: |
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahad
pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada
Panitia Anggaran baik eksekutif maupun legislatif. ‘
b. Semua Perangkat Daerah wajib mengacu dan menggunakan RKPD Tahun 2021
dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA—PD)
dengan DPRD.

:



Pasal 7
Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penngundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal . > M\ 2920
% BUPATI LOMBOK BARAT % -

fH. FAUYAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal . 3 #y\! 030
SEKRETARIS PAERAH

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3}




E PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
' BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) |

JIn. Soekarno-Hatta Giri Menang-Gerung Telp./Fax. Kepala (0370) 681442,
Sekretariat (0370) 681042, Bid.Sosbud (0370) 681037, Bid.Fisik (0370) 681332
Website : http:/ /bappeda.lombokbaratkab.go.id email : stapel bappeda lobar@yahoo.co.id

NOTA DINAS |
Kepada Yth. : Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 2 Juli 2020
Nomor : 008 /278 /02-Bappeda/2021
Sifat : Penting Segera
Lampiran : 1 Exp
Perihal : Pengajuan Rancangan Perbup Tentang RKPD dan Renja

Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

[. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara
Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 312), Paragraf 8 Tentang Penetapan
RKPD Pasal 104 ayat (2) Bupati/wali kota menetapkan
Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling
lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, serta
Pasal 367 ayat (2) dinyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat
Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
ditetapkan.

II. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 305);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slsten{
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Terwijudpgs Masyaradat Lombok Barat Vang Amanat, Sciaktna dn Berprestas {
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,‘
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016/
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone31a‘
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang‘
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah‘
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 310 ); |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang
RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional no. 2\
tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun1
2020 (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 563);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020; |
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10) |

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun
2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2015 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130); |

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 142) |

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019; |

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
20109.

Tesusgidnga Masparahat Lombok Burat Vg Amarall, Sejaktons dam Bosprestes
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II.

-

Manfaat atau Kegunaan bagi Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah

1. Manfaat;

a.

terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan pembangunan daerah;

terarahnya proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah dan RKA SKPD;
terwujudnya pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD

dan APBD;

terciptanya penyelenggaraan administrasi pembangunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Kegunaannya;
Sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian
Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum
APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS
yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam
proses penyusunan APBD.
Demikian untuk maklum dan atas persetujuannya disampaikan
terima kasih

TAH,S.Sos
na/TK. I (IV/b)
231 198503 1 215
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